BUPATI KARIMUN

PERATURAN BUPATI KARIMUN
NOMOR 28 TAHUN 2018
TENTANG

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KARIMUN

Menimbang :

Mengingat

TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARIMUN,

bahwa memenuhi ketentuan Pasal 11 Peraturan Daerah
Nomor Tahun 2017 tentang Pertanggungjawaban
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2017;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Karimun Tahun Anggaran 2017 sebagai
rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan

anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran
2017.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor S5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
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http://jdihn.bphn.go.id/detail/2071/PENYELENGGARA-NEGARA-YANG-BERSIH-DAN-BEBAS-DARI-KORUPSI--KOLUSI-DAN-NEPOTISME/99uu0281.pdf
http://jdihn.bphn.go.id/detail/33/KEUANGAN-NEGARA/03uu017.pdf
http://jdihn.bphn.go.id/detail/57/PERBENDAHARAAN-NEGARA/04uu001.pdf
http://jdihn.bphn.go.id/detail/1799/PEMERIKSAAN-PENGELOLAAN-DAN-TANGGUNG-JAWAB-KEUANGAN-NEGARA/04uu015.doc
http://jdihn.bphn.go.id/detail/74/SISTEM-PERENCANAAN-PEMBANGUNAN-NASIONAL/04uu025.pdf

10.

11.

12.

13.

14.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4438);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24
Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(Lembaran. Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4574);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4576);

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah
Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara
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http://jdihn.bphn.go.id/detail/1815/PERIMBANGAN-KEUANGAN-ANTARA-PEMERINTAH-PUSAT-DAN-PEMERINTAHAN-DAERAH/04uu033.doc
http://jdihn.bphn.go.id/detail/12841/PEMBENTUKAN-PERATURAN-PERUNDANG-UNDANGAN/11uu012.pdf
http://jdihn.bphn.go.id/detail/16934/PEMERINTAHAN-DAERAH/14uu023.pdf
http://jdihn.bphn.go.id/detail/2177/KEDUDUKAN-PROTOKOLER-DAN-KEUANGAN-PIMPINAN-DAN-ANGGOTA-DEWAN-PERWAKILAN-RAKYAT--DAERAH/04pp024.pdf
http://jdihn.bphn.go.id/detail/260/PENGELOLAAN-KEUANGAN-BADAN-LAYANAN-UMUM/pp23-2005.DOC
http://jdihn.bphn.go.id/detail/2221/PINJAMAN-DAERAH/05pp054.pdf
http://jdihn.bphn.go.id/detail/281/DANA-PERIMBANGAN/05pp055.pdf
http://jdihn.bphn.go.id/detail/2222/SISTEM-INFORMASI-KEUANGAN-DAERAH/05pp056.pdf
http://jdihn.bphn.go.id/detail/2223/HIBAH-KEPADA-DAERAH/05pp057.pdf
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Menetapkan :

Republik Indonesia Nomor 4577);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4585);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
59 Tahun 2007;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013
tentang Penerepan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis
Akrual pada Pemerintah Daerah;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2003
tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Dalam Negeri;

Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 9 Tahun 201
Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2017 ( Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 9;

Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 5 Tahun 2017
Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Tahun 2017 Nomor
5);

MEMUTUSKAN:
RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN
KARIMUN TAHUN ANGGARAN 2017

Pasal 1

Laporan realisasi anggaran tahun anggaran 2017 terdiri atas :

1. Pendapatan
a. Pendapatan Asli Daerah Rp. 391.618.720.927,70

b. Pendapatan Transfer Rp. 716.996.089.016,00
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http://jdihn.bphn.go.id/detail/2224/PENGELOLAAN-KEUANGAN-DAERAH/05pp058b.pdf
http://jdihn.bphn.go.id/detail/2229/PEDOMAN-PENYUSUNAN-DAN-PENERAPAN-STANDAR-PELAYANAN-MINIMAL/05pp065.pdf
http://jdihn.bphn.go.id/detail/294/PELAPORAN-KEUANGAN-DAN-KINERJA-INSTANSI-PEMERINTAH/06pp008.pdf
http://jdihn.bphn.go.id/detail/10040/STANDAR-AKUNTANSI-PEMERINTAHAN/10pp071.doc

¢. Lain-lain Pendapatan yang Sah Rp. 35.818.950.000,00
Jumlah Pendapatan Rp. 1.144.433.759.943,70

2. Belanja
a. Belanja Tidak Langsung

1) Belanja Pegawai Rp. 387.214.522.360,00
2) Belanja Bunga Rp. 0,00
3) Belanja Subsidi Rp. 0,00
4) Belanja Hibah Rp. 7.341.800.000,00
5) Belanja Bantuan Sosial Rp. 48.500.000,00
6) Belanja Bagi Hasil

Belanja Bantuan Keuangan Rp. 55.512.739.392,00
7) Belanja Tidak terduga Rp. 1.202.660.275,00

Jumlah Belanja Tidak Langsung Rp. 451.320.222.027,00

b. Belanja Langsung

1) Belanja Pegawai Rp. 162.854.431.500,00
2) Belanja Barang dan Jasa Rp. 378.676.650.551,00
3) Belanja Modal Rp. 196.100.353.722,00

Jumlah Belanja Langsung Rp. 737.631.435.773,00
Jumlah Belanja Rp. 1.188.951.657.800,00
Surplus/(Defisit) Rp. (44.517.897.856,30)

3. Pembiayaan
a. Penerimaan Rp. 136.873.591.270,48

b. Pengeluaran Rp. 0,00
Jumlah Pembiayaan Netto Rp. 136.873.591.270,48

Sisa  lebih  perhitungan anggaran tahun berkenaan sebesar
Rp92.355.693.414,18
Pasal 2

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati Karimun ini.

Pasal 3

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
dirinci lebih lanjut ke dalam Lampiran penjabaran laporan realisasi anggaran.

Pasal 4

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati Karimun ini.

Pasal 5

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4 merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Karimun ini.
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Pasal 6
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karimun.

Ditetapkan di Tanjung Balai Karimun
pada tanggal 30 Agustus 2018

£ - BUPATI KARIMUN ¢

Diundangkan di Tanjung Balai Karimun
pada tanggal 30 Agustus 2018

SEKRETARIS DAERA BUPATEN KARIMUN,

Ve

MUMD. FIRMANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2018 NOMOR 28
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